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Maraknya berbelanja secara online tentunya membuka peluang baru dalam dunia 
bisnis khususnya bagi pengelola situs khusus perbelanjaan secara online. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif. Responden dalam  penelitian ini adalah 
admin lapakwongjogja. Kesimpulan dalam  penelitian ini adalah Perjanjian antara 
pengelola web www.lapakwongjogja.com dengan pihak penjual sudah memenuhi 
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata  Meskipun 
syarat kedewasaan menurut KUH Perdata tidak dapat terpenuhi dalam perjanjian 
jual beli di Forum Jual Beli Lapak Wong Jogja, hal ini tidak menyebabkan kontrak 
tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap perjanjian 
atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, 
dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk kedalam syarat 
subyektif. 
 






The splendor of online shopping is certainly open up new opportunities in the 
business world, especially for the management of specialized shopping sites 
online. This research is conducted with the doctrinal approach. Data analysis that 
used is qualitative analysis. Respondent in this research is admin of 
lapakwongjogja. The conclusion of this research is an agreement between website 
manager of www.lapakwongjogja.com with the sellers has fulfilled the terms of a 
legal contract in Pasal 1320 KUH Perdata. Although the terms of maturity 
according to KUH Perdata were not being fulfilled in the purchase agreement in 
the sell-buy forum of Lapak Wong Jogja, it does not cause the contract becomes 
invalid, but it only gives a result of the agreement or the contract can be canceled 
by the other side, because the ability to make a bond included in subjective terms. 
 




Perkembangan sains dan teknologi membawa dampak yang signigfikan 
terhadap sistem ekonomi global dewasa ini. Teknologi telah membawa kontribusi 
yang begitu domain terhadap perekonomian suatu negara, baik dalam sistem 
ekonomi secara makro maupun dalam skala mikro.
1
 Semakin berkembangnya 
teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi yang masuk di Indonesia 
akhir-akhir ini tentunya mengubah cara berpikir masyarakat dalam hal 
menginginkan segala sesuatu dengan cara serba instan mudah didapat dan tidak 
mengurangi banyak waktu, misalnya seperti belanja sesuatu yang mereka 
inginkan dengan cara pembelanjaan secara online melalui media internet atau 
yang lebih dikenal dengan E-Commerce.  
E-Commerce merupakan suatu fenomena teknologi yang dapat 
dimanfaatkan dalam distance selling serta jasa lainnya dalam bidang bisnis yang 
berskala global. Dengan melihat karakteristik E-Commerce yang berskala global, 
tanpa mengenal sekat atau batasan yurisdiksi antar negara serta menafikan 
kendala jarak yang sering menjadi kendala dalam komunikasi. Di sini, sangat jelas 
bahwa E-Commerce merupakan salah satu instrumen yang handal dalam era 
globalisasi, khususnya dalam globalisasi di bidang ekonomi.
2
 
Pesatnya perkembangan E-Commerce telah merubah secara bertahap cara-
cara konsumen membeli produk barang atau jasa. Meningkatnya transaksi E-
Commerce yang dilakukan melalui internet, secara luas dipandang sebagai aspek 
positif revolusi internet.  Internet terus berkembang, maka lebih banyak pilihan 
tersedia bagi konsumen, dan akan menurunkan harga barang-barang konsumen. 
3
 
Seorang konsumen yang biasanya membeli barang atau menyewa layanan 
dengan fisik pergi ke pasar adalah dimudahkan mendapatkan barang/jasa, maka 
konsumen E-Commerce lebih mudah lagi dalam mendapatkan barang/jasa. 
Potensi E-Commerce adalah bahwa setiap produkatau layanan yang berjarak 
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Maraknya berbelanja secara online tersebut tentunya membuka peluang 
baru dalam dunia bisnis khususnya bagi pengelola situs khusus perbelanjaan 
secara online tersebut. Peluang baru tersebut tentunya menarik perhatian 
seseorang untuk menggeluti bisnis dalam hal penjualan dari segala sesuatu yang 
akan dipromosikan/dijualbelikan oleh para penjualnya. Tentunya dalam kondisi 
tersebut para pengelola situs tersebut berlomba-lomba untuk menarik perhatian 
penjual untuk bekerjasama dengannya. Beberapa cara tentunya ditawarkan oleh 
pengelola situs tersebut untuk negoisasi dengan para penjual yang ingin 
menawarkan dagangannya tersebut melalui situs jual-beli secara online tersebut. 
Dalam hal bernegoisasi antara penjual dengan pengelola situs tersebut pada 
dasarnya menghasilkan kebijakan-kebijakan baru apabila si penjual tersebut telah 
sepakat untuk bekerjasama dengan si pengelola situs tersebut. Kesepakatan 
tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah perjanjian tertentu antara kedua 
belah pihak yang bersangkutan agar segala sesuatunya berjalan sesuai yang 
diharapkan.  
Perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 
kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal.
5
 Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata 
memberikan suatu definisi mengenai perjanjian itu sendiri ialah suatu perjanjian 
adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
kepada satu orang atau lebih lainnya.  
Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanya asas 
konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya 
konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang 
diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat 
konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan 
kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam  
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kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya 
(toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Sedangkan 
syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 B. W. adalah (1) Sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal.
6
  
Pada dasarnya hal-hal tersebut di atas merupakan pokok yang harus 
dipenuhi oleh seseorang penjual dengan pengelola web untuk mengadakan suatu 
perjanjian untuk mengikatkan diri mereka dan menjadikannya undang-undang 
sebagai pedoman atas kesepakan untuk mengadakan perjanjian yang telah 
disetujuinya tersebut.  
Berdasarkan syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai syarat 
“kecakapan membuat perjanjian”, KUHPerdata menyebut dua istilah, yaitu tidak 
cakap (onbackwaam) dan tidak wenang (onbevoegd). Tidak cakap adalah orang 
yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu 
membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum 
dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak wenang 
adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat 
melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 
1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerdata. Pasal 1329 berbunyi, Setiap orang adalah 
cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 
dinyatakan tidak cakap.  
Pasal 1330 KUH Perdata, yang menentukan bahwa: Tak cakap untuk 
membuat persetujuan-persetujuan adalah orang-orang yang belum dewasa, 
mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta orang-orang perempuan, dalam 
hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa 
undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Tidak 
adanya aturan mengenai batasan usia untuk melakukan perjanjian pengelola web 
dengan penjual. Hal ini menyebabkan pihak yang mengelola web tidak 
mengetahui sepenuhnya apakah lawan bertransaksinya (pihak penjual) memenuhi 
syarat seseorang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan menurut 
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KUHPerdata. Pada praktiknya banyak penjual yang masih berusia di bawah umur 
yang menjual (menjadi penjual) barang-barang miliknya pada pengelola web, 
khususnya di www.lapakwongjogja.com.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penulis mengadakan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian antara pengelola web 
www.lapakwongjogja.com dengan pihak penjual sudah memenuhi syarat-syarat 
sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun manfaat dalam 
penelitian ini dibagi menjadi yaitu (1) Manfaat teoritis yakni diharapkan dapat 
dijadikan bahan masukan dalam ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum 
perdata serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, dan (2) Manfaat 
praktis yakni diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai sumber 
informasi dan bahan masukan untuk mengadakan perjanjian dengan pengelola 
situs E-Commerce.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai 
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh 
pejabat negara yang berwenang. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat 
deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal 
yang terkait dengan objek yang diteliti. Sumber data berasal dari data sekunder 
yaitu  yang merupakan data utama yang berupa akta perjanjian antara pengelola 
web www.lapakwongjogja.com dengan pihak penjual, sedangkan data primer  
data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang 
terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih 
memahami maksud, tujuan dan arti dari data skunder yang ada. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan  
metode analisis data yang telah diolah akan dibahas dengan metode normatif 
kualitatif.7 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Lahirnya Suatu perjanjian Antara Pengelola Web Dengan Penjual 
Perjanjian berasal dari Bahasa Belanda, “overeenkomst”. Kalangan para 
ahli hukum masih banyak perbedaan pendapat mengenai terjemahan dari kata 
tersebut, ada yang menerjemahkan overeenkomst dengan perjanjian, tetapi 
adapula yang menerjemahkanya dengan kata persetujuan. Setiawan 
menerjemahkan overeenkomst dengan persetujuan karena overeenkomst berasal 
dari kata overeenkomen yang artinya setuju.
8
 Achmad Ichsan sebagaimana dikutip 
oleh Subekti juga menerjemahkan overeenkomst dengan persetujuan, karena 
menurut beliau kata persetujuan lebih sesuai dengan makna kata overeenkomst 
yang terdapat di dalam KUHPerdata Belanda.
9
 Yan Pramadya Puspa 
menerjemahkan overeenkomst dengan persetujuan.
10
 Menurut Subekti, karena 
perkataan perjanjian sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap yang 
menggambarkan suatu rangkaian janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum, 




Berdasarkan pendapat para ahli ternyata belum ada kesatuan pendapat 
mengenai pengertian perjanjian, namun setelah memperhatikan dengan seksama, 
penulis lebih condong untuk menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu 
hubungan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling 
mengikatkan dirinnya untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Kedua 
belah pihak atau lebih tersebut terikat karena kesepakatan yang mereka lakukan 
untuk melaksanakan tujuan yang termaksud dalam perjanjian yang mereka buat. 
Apabila transaksi e-Commerce  tidak sepenuhnya dilakukan secara on-line, 
hanya proses transaksi saja yang on-line sedangkan pembayaran dilakukan secara 
manual, maka pihak acquirer, issuer dan certification authority tidak terlibat di 
dalamnya. Di samping pihak-pihak yang disebutkan diatas, ada pihak lain yang 
secara tidak langsung ikut terlibat dalam transaksi e-Commerce  yaitu jasa 
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pengiriman barang (ekspedisi). Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara 




Dalam transaksi e-Commerce, pihak ketiga yang dimaksud adalah 
penyedia jasa layanan (provider). Pihak ketiga dapat diminta pertanggungjawaban 
karena ada perjanjian tersendiri antara pihak ketiga yaitu provider dengan penjual. 
Tugas dan tanggung jawab provider tergantung dari isi perjanjian antara penjual 
dan provider. Oleh karena itu, merchant harus memperhatikan dengan seksama isi 
perjanjian tersebut. Tanggung jawab dari provider untuk pelayanan yang tidak 
sempurna tidak diatur secara pasti.
13
 
Perjanjian antara pengelola web www.lapakwongjogja.com dengan 
penjual terjadi pada sesaat setelah penjual telah membaca tata tertib, aturan dan 
ketentuan lalu mengiklankan barangnya di www.lapakwongjogja.com. Dengan 
mengakses atau menggunakan situs www.lapakwongjogja.com, maka setiap 
Pengguna dianggap telah menerima, memahami, menyetujui, serta sepakat untuk 
mematuhi semua isi dalam Syarat dan Ketentuan Layanan di bawah ini. Syarat 
dan Ketentuan Layanan dapat diubah dan/atau diperbaharui sewaktu-waktu oleh 
Lapak Wong Jogja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila Pengguna 
tidak setuju atas Syarat dan Ketentuan Layanan ini, Lapak Wong Jogja 




Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
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Pertama, Teori Pernyataan (Uitings Theorie). Menurut teori ini, perjanjian 
telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban 
penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan 
penerimaan/akseptasinya. Keuda, Teori Pengiriman (Verzending Theori). 
Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya 
perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya 
perjanjian. Ketiga, Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie). Menurut teori ini saat 
lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak 
yang menawarkan. Keempat, Teori penerimaan (Ontvangtheorie). Menurut teori 
ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah 
surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat 
tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan 
saat lahirnya perjanjian. 
Berdasarkan teori-teori tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian antara 
lapak wong jogja dengan penjual lahir pada saat penjual menerima pernyataan 
yang ada pada web lapak wong jogja dan penjual mengiklankan barangnya. Hal 
ini sesuai dengan teori pernyataan (Uitings Theorie), dimana perjanjian telah 
ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. 
Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan 
penerimaan/akseptasinya. Artinya ketika lapak wong jogja menyatakan 
persyaratan yang ditulis di web nya, maka calon penjual ketika membaca 
persyaratan/ketentuannya saat itu juga ketika penjual mengiklankan barangnya 
dimulailah perjanjian tersebut. 
 
Sahnya Suatu Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata Dikaitkan Dengan 
Perjanjian Antara Pengelola Dengan Penjual 
Untuk sahnya perdagangan elektronik melalui Forum Jual Beli Lapak 
Wong Jogja (www.lapakwongjogja.com) sama saja dengan perjanjian pada 
umumnya harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.  Kehendak calon 
penjual dinyatakan dengan membaca tata tertib dan mengajukan penawaran di 
thread/lapak penjual, sehingga timbul kesepakatan antara pengelola web dengan 
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penjual untuk mengadakan perjanjian jasa. Hal ini dimulai pada saat penjual 
mengiklankan barang dagangannya di Forum Jual Beli Lapak Wong Jogja. 
Berdasarkan Syarat dan Ketentuan tentang Ketentuan dalam Forum Jual Beli 
Lapak Wong Jogja, tidak adanya aturan mengenai batasan usia untuk mendaftar 
menjadi user Lapak Wong Jogja”.  Obyek jual beli dalam Forum Jual Beli Lapak 
Wong Jogja bebas akan tetapi tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan 
Forum Jual Beli Lapak Wong Jogja.16 
Pihak Lapak Wong Jogja selalu memberikan warning untuk tetap selalu 
waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga pihak Lapak 
Wong Jogja lebih dahulu memberikan tips kepada pembeli dalam Forum Jual Beli 
Lapak Wong Jogja adalah teliti sebelum membeli, periksa terlebih dahulu si 
penjual. Adapun mekanismenya adalah seperti yang sudah tercantum dalam 
postingan di Forum Jual Beli Lapak Wong Jogja. Karena Lapak Wong Jogja 
bukanlah sebagai pelaku usaha, Lapak Wong Jogja hanya sebagai penyedia 
Market Place sehingga dalam hal ini Lapak Wong Jogja disebut sebagai Sistem 
Elektronik untuk Penjual yang memasarkan barang dagangannya dan Lapak 
Wong Jogja tidak bertanggung jawab mengenai kasus atau sengketa yang terjadi 
antara penjual dengan pembeli.
17
 
Berdasarkan wawancara dengan Admin Lapak Wong Jogja, Lapak Wong 
Jogja memberikan beberapa langkah untuk meredam penipuan yang terjadi. Salah 
satunya adalah melalui metode yang disebut oleh Lapak Wong Jogja sebagai 
Rekening Bersama (RekBer). Rekening Bersama adalah pemberdayaan bank 
account sebagai sarana penengah pembayaran. Pemegang rekening bank 
merupakan user Lapak Wong Jogja selain Moderator yang ditunjuk langsung oleh 
pihak Lapak Wong Jogja.
18
 
Admin Lapak Wong Jogja, menjelaskan bahwa threads/lapak jual beli 
kebanyakan hanya mencantumkan mengenai barang apa yang akan dijual, tidak 
                                                          
16
Azis Qomari, Admin www.lapakwongjogja.com Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 
Jumat, 15 Juli 2016, pukul 09.00 WIB. 
17
Azis Qomari, Admin www.lapakwongjogja.com Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 
Jumat, 15 Juli 2016, pukul 09.00 WIB. 
18
Azis Qomari, Admin www.lapakwongjogja.com Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 
Jumat, 15 Juli 2016, pukul 09.00 WIB. 
10 
 
mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang, tidak mencantumkan 
informasi mengenai kondisi barang saat ini,  dan sebagian besar tidak 
mencantumkan gambar sebenarnya dari barang tersebut. Ada yang tidak 
mencantumkan gambar barang sama sekali, ada pula yang mencantumkan gambar 
barang, tetapi bukan gambar barang yang dia jual, melainkan gambar barang lain 
yang diambil dari google. Dengan melihat hal ini, Hak konsumen untuk 
mendapatkan informasi yang benar seperti tertuang dalam Pasal 4 huruf C UU 
Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi.
19
 
Selanjutnya, berdasarkan Tata Tertib tentang Pelaksanaan Perdagangan 
Elektronik di Forum Jual Beli Lapak Wong Jogja dan Syarat dan Ketentuan 
Ketentuan dalam Forum Jual Beli Lapak Wong Jogja, jika dihubungkan dengan 
Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian jual beli 
yang terjadi dalam Forum Jual Beli Lapak Wong Jogja sudah memenuhi syarat-
syarat sahnya perjanjian. Hal ini dapat diketahui: 
Pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Undang-undang tidak 
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan sepakat, 
oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sepakat kita 
mencarinya dari pendapat para sarjana. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan 
antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan 
apa yang dikehendaki pihak lain. Karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata 
(luar) dari pada manusia, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. 
Cara menyatakan kehendak itu dapat dilakukan dengan, yaitu  tegas,  cara 
ini bisa dengan cara tertulis (dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan), 
lisan, atau dengan tanda-tanda, dan  diam-diam, yaitu dengan hanya disebutkan 
”sepakat” saja tanpa dituntut adanya bentuk (formalitas) tertentu, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan diantara kedua belah 
pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian yang 
bersangkutan, maka lahirlah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu bagi 
mereka yang membuatnya, dan sepakat itu harus bebas dalam arti tidak boleh 
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mengandung paksaan, kesesatan maupun penipuan. Hal tersebut sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata. 
Berdasarkan Syarat dan Ketentuan tentang pihak-pihak dalam Forum Jual 
Beli Lapak Wong Jogja, dapat diketahui bahwa antara pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian jual beli di Forum Jual Beli Lapak Wong Jogja, didahului 
dengan adanya persesuaian kehendak.Ketika penjual telah membaca persyaratan 
dan tata tertib kemudian mengiklankan barang atau jasanya maka penjual telah 
sepakat untuk mengikatkan dirinya. 
Kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. KUHPerdata 
menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (onbackwaam) dan tidak wenang 
(onbevoegd). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan 
ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum 
yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah 
pengampuan. Sedangkan tidak wenang adalah orang itu pada prinsipnya cakap 
untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, 
misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerdata. 
Pasal 1329 berbunyi: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-
perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.Pasal tersebut 
menentukan bahwa pada asasnya setiap orang dewasa dan sehat pikirannya 
dianggap cakap untuk membuat perjanjian yang sah, kecuali apabila orang 
tersebut dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian yang sah. Siapa saja 
yang dianggap tidak cakap dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang  
menentukan bahwa: Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah: 
(1) Orang-orang yang belum dewasa, (2) Mereka yang ditaruh di bawah 
pengampuan, (3) Orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-
undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah 
melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. 
Melihat penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa syarat kecakapan yang 
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam kontrak Forum Jual Beli Lapak 
Wong Jogja terdapat dua kemungkinan: (1) Bila penjual ternyata tidak cakap, 
karena penjual tersebut adalah anak yang belum dewasa serta orang yang dibawah 
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pengampuan yang memaksakan diri untuk melakukan perbuatan hukum maka 
syarat ini tidak terpenuhi, (2) Bila penjual sudah dewasa, maka syarat ini 
terpenuhi karena penjual tersebut telah memenuhi syarat-syarat/ ketentuan cakap 
menurut hukum yaitu orang yang sudah dewasa berumur 21 tahun atau telah 
menikah dan sehat pikirannya serta tidak dibawah pengampuan. 
Ketiga, suatu hal tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata 
bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang 
paling sedikit ditentukan jenisnya”. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah 
obyek prestasi perjanjian.Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit 
dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak e-
commerce haruslah menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut. Lapak 
wong jogja dalam hal ini objeknya adalah jasa thread/forum jual beli yang 
dikelola oleh admin lapakwongjogja. Pihak lapak wong jogja mengelola web yang 
berisi forum jual beli segala macam barang/jasa, jadi disini lapak wong jogja 
menyediakan jasa berupa lapak elektronik (tempat menjual barang secara 
elektronik) bagi para penjual. 
Keempat, suatu sebab yang halal. Di samping isi perjanjian harus tertentu 
(dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak dilarang), sebab isi perjanjian 
itulah yang akan dilaksanakan. Berkenaan dengan ini, berdasarkan ketentuan pasal 
1337 KUH Perdata yang menyatakan: “suatu sebab adalah terlarang, apabila 
dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik 
atau ketertiban umum”. 
Berdasarkan Syarat dan Ketentuan tentang ketentuan dalam Forum Jual 
Beli Lapak Wong Jogja menegaskan adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal 
apa saja yang bolehdan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan 
olehLapak Wong Jogja, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak yang terjadi 
dalam Forum Jual Beli Lapak Wong Jogjasecara tidak langsung telah memenuhi 
syarat suatu sebabyang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar 
parapihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian. Dalam 
kontrak jual beli, para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku 
usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan 
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kewajiban yang berbeda-beda. Di dalam persyaratan dan ketentuan lapak wong 
jogja telah disebutkan hal-hal yang dilarang atau barang/jasa yang dilarang 
diperjualbelikan di lapak wong jogja karena lapak wong jogja menginginkan 





Pertama, perjanjian antara pengelola web dengan penjual, lahir pada saat 
setelah penjual telah membaca dan menyepakati tata-tertib,aturan dan ketentuan 
yang berlaku lalu mengiklankan barang yang akan diperdagangkan di situs 
www.lapakwongjogja.com. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang 
terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH dan pendapat R.Subekti serta sesuai 
dengan teori pernyataan. 
Kedua, perjanjian antara Pengelola Web Dengan Penjual: (1) Untuk syarat 
tentang kesepakatan membuat perikatan, telah terpenuhi, karena penjual secara 
langsung telah menyetujui/menyepakati tata-tertib,aturan dan ketentuan-ketentuan 
yang telah ada untuk mengiklankan barang yang akan diperjual-belikan di situs 
www.lapakwongjogja.com. Hal  ini sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata dan 
pendapat R. Subekti bahwa persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang 
dikehendaki oleh pihak kesatu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua 
kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, (2) Untuk 
syarat tentang kecapakan mereka yang mengikatkan diri , terdapat dua 
kemungkinan: (a) Bila penjual ternyata tidak cakap, karena penjual tersebut 
adalah anak yang belum dewasa serta orang yang dibawah pengampuan yang 
memaksakan diri untuk melakukan perbuatan hukum maka syarat ini tidak 
terpenuhi, (b) Bila penjual sudah dewasa, maka syarat ini terpenuhi karena penjual 
tersebut telah memenuhi syarat-syarat/ ketentuan cakap menurut hukum yaitu 
orang yang sudah dewasa berumur 21 tahun atau telah menikah dan sehat 
pikirannya serta tidak dibawah pengampuan, (3) untuk syarat tentang suatu hal 
tertentu, telah terpenuhi, karena obyek dari perjanjian antara pengelola web 
www.lapakwongjogja.com dengan penjual tersebut adalah jasa yang dikelola oleh 
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pengelola web tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1333 KUH Perdata dan 
pendapat J. Satrio bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu perjanjian 
adalah objek prestasi perjanjian, dan (4) Untuk syarat tentang causa yang halal, 
telah terpenuhi terpenuhi, karena dalam tata-tertib,aturan dan ketentuan yang 
berlaku dalam situs www.lapakwongjogja.com telah menegaskan adanya aturan 
yang jelas terhadap barang/jasa apa saja yang boleh dan tidak boleh diperjual-
belikan dalam situs tersebut. Hal ini sesuai denganPasal 1337 KUH Perdata dan 
pendapat Subekti bahwa undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian 
harus ada oorzaak atau causa secara letterlijk. Oorzaak atau causa berarti sebab, 
tetapi menurut riwayatnya yang dimaksud dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa 
yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian. dengan 
perkataan lain sebab berarti isi perjanjian itu sendiri. 
Berdasarkan hal di atas maka perjanjian antara Pengelola web 
www.lapakwongjogja.com dengan Penjual sebagian telah memenuhi ketentuan 
Pasal 1320 KUH perdata dan ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat-
syarat sahnya perjanjian tentang kecakapan seseorang untuk mengadakan 
perjanjian karena terdapat dua kemungkinan yaitu penjual yang tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum dan penjual yang cakap melakukan perbuatan 
hukum maka dari itu perjanjian antara pengelola web www.lapakwongjogja.com 
dengan penjual memiliki konsekuensi hukum yang berlaku yaitu dapat dibatalkan 
perjanjian tersebut karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif yaitu 
mengenai syarat kecakapan mengadakan perjanjian. 
 
Saran 
Pertama, kepada pengelola web www.lapakwongjogja.com, hendaknya 
lebih teliti dalam menyeleksi calon penjual yang ingin mengiklankan barang 
dagangannya, terutama dari segi usia, jangan sampai anak di bawah umur dapat 
memanipulasi data agar bisa menjadi penjual di web www.lapakwongjogja.com. 
Kedua, kepada calon penjual, agar perjanjian antara pengelola web 
www.lapakwongjogja.com dengan pihak penjual sesuai dengan isi atau ketentuan 
Pasal 1320 KUH Perdata, maka sebaiknya calon penjual wajib menyertakan 
identitas diri yang membuktikan bahwa ia telah dewasa, dengan cara 
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memfoto/scan dan mengupload/mengirim kepihak LapakWongJogja untuk 
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